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MOTTO 

 

Ketika engkau berhenti mencari alasan, 

saat itu juga engkau akan melangkah maju
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O.J Simpson dalam Tama sinulingga, Jangan mau, jadi paku, Jadilah Palu, 2007, Jakarta, hlm 257 
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RINGKASAN 

Pekerja Rumah Tangga atau yang sering acap kali disebut dengan Pembantu, 

Babu, Jongos, Kacung dan sebagainya merupakan suatu profesi yang sangat mulia 

karena tanpa mereka kita tidak lah bisa melakukan apa-apa dan akan sangat 

merepotan sekali dalam bahasa jawa seringkali disebut keteteran.  Pembantu 

rumah tangga identik dengan seseorang wanita yang biasanya datang dari desa ke 

kota dengan harapan untuk dapat mencari pekerjaan yang layak, akan tetapi 

sesampainya di kota apa yang mereka dapatkan? Kenyataan pahitlah yang mereka 

dapatkan. Seringkali atau bahkan beribu-ribu kali kita mendengar bahwa banyak 

Pembantu Rumah Tangga disiksa oleh majikan, diperkosa oleh majikan bahkan 

ada yang sampai disiksa sampai meninggal. Hal tragis itu sering kita dengar dari 

Tenaga Kerja Yang berada di luar Negeri sebut saja TKI. TKI itu sama dengan 

Pembantu Rumah Tangga sama dengan Pekerja Rumah Tangga, perbedaan nya 

adalah mereka bekerja di luar negeri. Hal tersebut sering kali juga kita jumpai di 

negara kita sendiri yaitu Indonesia. Tidak kalah juga dengan nasib TKI di luar 

negeri sana PRT indonesia juga mengalami banyak hal diskriminasi dari para 

majikannya. Kenapa hal itu sampai terjadi? Hal itu terjadi karena perbedaan status 

antar majikan dan pembantu rumah tangga dan juga lemahnya pengaturan dalam 

regulasi Undang-undang yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Di dalam 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan status Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) tidak dipersamakan dengan buruh atau pekerja jadi hak-hak 

mereka dapat saja terabaikan padahal jika kita tarik suatu substansi maka Buruh, 

Pekerja, Pembantu Rumah Tangga itu sama-sama bekerja pada seseorang atau 

pihak dan setelah pekerjaan itu selesai maka dia wajib menerima upah. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara hukum dapat 

dikategorikan sebegai Pekerja/ Buruh berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ? 

2. Apa saja langkah hukum yang harus dilakukan dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum bagi PRT?  

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini  yaitu: untuk memenuhi syarat 

yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan 

mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. 

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan 

masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, 

sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. 

Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam 

rumusan masalah.  
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Profesi sebagai PRT itu memang benar adalah sebagai buruh, karena dia bekerja 

pada badan, pihak, seseorang yang pada nantinya pihak tersebut memberikan upah 

atau imbalan. Didalam Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan tidak 

tertulis secara jelas bahwa PRT itu adalah Buruh atau pekerja, akan tetapi setelah 

kita melihat substansi yang menyatakan adanya hak setelah melaksanakan 

kewajiban maka. Sangat terbesitlah dalam pikiran kita bahwa PRT itu adalah 

seorang buruh atau pekerja yang segala hak, kewajibannya dan perlindungan 

hukumnya diatur oleh Undang-Undang.  

Langkah nyata dalam perlindungan hukum untuk PRT adalah dengan cara 

mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama dengan yang baru 

dan ditambahkan klausul tentang pengaturan PRT yang meliputi Status, Hak, 

Kewajiban dan Perlindungan Hukumnya serta kalau memungkinkan juga perlu 

dibentuk serikat pekerjanya. Setelah Undang-Undang tersebut disahkan barulah 

secara tekhnis pengawasan dapat dilakukan dalam rangka menegakkan regulasi 

yang sudah tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Isu strategis di bidang hukum ketenagakerjaan yang acapkali lepas dari 

perhatian publik adalah menyangkut tentang keberadaan Pekerja Rumah Tangga 

(PRT).
1
 Hingga kini eksistensi hukum tentang PRT masih menjadi polemik dalam 

ranah perdebatan mengenai kategorisasi. Dalam arti,  apakah PRT termasuk 

kategori buruh / pekerja atau bukan. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tidak secara tegas mengakomodasikan tentang PRT, apalagi 

menyangkut aspek perlindungan hukumnya. Persoalannya adalah, ke mana 

seorang PRT akan mengadu jika dirugikan atau  diperlakukan semena-mena oleh 

pemberi kerja ? 
2
  

 Sementara pertanyaan itu belum tuntas terjawab, setiap saat kita 

menyaksikan, membaca, mendengar  eksploitasi PRT yang menimbulkan derita 

dan menyesakkan dada. Penganiayaan, pemerkosaan, penyekapan, tidak 

menerima hak gaji dan sebagainya. Atas kenyataan itu tentu saja menimbulkan 

derita phisik dan psykis. Harkat dan martabat PRT sebagai manusia ditiadakan 

begitu saja. Keberadaannya dianggap sama dengan ketidakberadaannya.
3
  

 Sementara orang berpendapat belum ada aturan  jelas dan  konkrit yang 

memberikan kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap 

nasib  PRT. Salah satu keuntungan jika terdapat ketentuan hukum yang jelas bagi 

PRT, mereka akan  memiliki akses untuk dirinya sendiri. Bila salah satu pihak 

baik PRT maupun majikan dirugikan pihak lainnya, minimal sudah jelas lembaga 

yang menanganinya.
4
  

                                                 
1
  Sementara orang menyebut Pekerja Rumah Tangga dengan istilah Pekerja, Babu, Jongos. Untuk 

mengefektifkan penulisan, penulis cenderung menggunakan istilah  PRT. 
2
  Penulis cenderung menggunakan istilah pemberi kerja dengan mengacu pada Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 angka 4  Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
3
 Rachmad Syafa‟at, Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia,   IKIP 

Malang, Malang, 1998.  Hal 45. 
4
  Surabaya Post,  16 Maret 1995. Artikel Opini : Melegalformalkan Pekerjaan Pekerja Rumah 

Tangga. Ditulis oleh Aries Harianto. Pada saat tulisan ini dibuat dan diterbitkan di harian tersebut, 

kita masih menggunakan UU No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai 

Tenaga Kerja dan UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Dua produk hukum tersebut 

tidak mengatur tentang masalah PRT 



2 

 

 Selama ini yang menjadi lembaga dalam penyelesaian konflik antara 

majikan dan buruh dalam lingkup PRT adalah lembaga kepolisian (jika PRT 

mengalami penyiksaan, Diskriminasi bahkan sampai meninggal) Lain halnya 

dengan Pekerja atau Buruh Pabrik misalnya mereka dinaungi oleh serikat pekerja 

yang benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Tentunya hal ini 

sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh PRT yang tidak 

mempunyai suatu lembaga yang jelas untuk mengadukan nasib mereka apabila 

mereka mengalami perlakuan diskriminasi dari majikan atau si pemberi kerja.  

Reformasi di bidang ketenagakerjaan telah dilakukan. Paket peraturan 

perUndang-Undangan yang sifatnya prinsip dan mendasar telah diUndangkan dan 

berlaku dengan kelebihan dan kekurangannnya. Undang-Undang No.13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Undang-Undang No. 21 

tahun 2000 tentang Organisasi Serikat Pekerja.  Oleh karena fenomena yang 

tampak sering mengganggu pikiran kita menyangkut nasib para buruh adalah 

kesewanang-wenangan yang terjadi kepada diri mereka sehingga tampaklah jelas 

bahwa peraturan yang selama ini dijankan ternyata belum mampu dan sanggup 

untuk menyentuh kasus yang menimpa buruh khususnya dalam konteks ini adalah 

kasus yang menimpa terhadap PRT.   

Diharapkan dengan produk peraturan perUndang-Undangan itu maupun 

revisi nantinya dengan Undang-Undang yang baru yang lebih memproteksi buruh 

atau pekerja dalam hal ini PRT sungguh sangat membantu agar PRT di seluruh 

Indonesia tidak mengalami kesewenang-wenangan. Prospek cerah perlindungan 

hukum di bidang ketenagakerjaan diharap supaya berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Termasuk perlindungan hukum terhadap PRT. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi 

dengan judul :  

“HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI 

TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN” 

                                                                                                                                      
.  


